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RINGKASAN

Ananda Yueneta Putri. Februari 2026. PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARA DONASI UANG KEMBALIAN TERHADAP KONSUMEN.
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, 75 halaman. Pembimbing Utama Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berdonasi melalui
mekanisme donasi uang kembalian atau round-up donation, yaitu praktik membulatkan total
belanja dan menyumbangkan selisihnya kepada lembaga amal. Sistem ini diterapkan pada
platform digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Tokopedia, Shopee, dan Alfamart.
Meskipun praktis, praktik ini menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan
persetujuan konsumen berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Persetujuan dalam donasi
kembalian sering dilakukan secara otomatis dalam hitungan detik, sehingga menimbulkan
kekhawatiran tentang kesadaran penuh konsumen. Nominal donasi yang kecil (Rp100-Rp200)
cenderung diabaikan dan dapat menimbulkan perilaku behavioral nudging yang mengurangi
kesukarelaan dalam memberikan persetujuan. Masalah transparansi, akuntabilitas, dan
pertanggungjawaban hukum penyelenggara juga menjadi perhatian penting. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak atas informasi yang
benar, namun konsumen donasi kembalian sering tidak mendapat informasi komprehensif
tentang identitas lembaga penerima dan tujuan penggunaan dana. Akumulasi donasi
kembalian dapat mencapai miliaran rupiah sehingga memerlukan pengawasan Kketat.
Permasalahan menjadi kompleks karena belum ada regulasi khusus untuk donasi digital yang
mengatur mekanisme persetujuan, transparansi penyaluran dana, dan pertanggungjawaban
penyelenggara platform digital sebagai pihak perantara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan
hukum terhadap aktivitas donasi kembalian (round-up donation) yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan dan kesadaran penuh dari konsumen, serta mengevaluasi dampak nominal donasi
senilai Rp100 dan Rp200 terhadap hak konsumen untuk menolak donasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma
hukum di Indonesia terkait donasi kembalian. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata
khususnya Pasal 1320 dan 1666, UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang. UU Nomor 8 Tahun 1999, dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Bahan hukum
sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli hukum. peneliti menggunakan
pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep
informed consent dan behavioral nudging, serta pendekatan analitis. Teknik pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan hukum donasi kembalian mengandung
permasalahan serius. Mekanisme persetujuan tidak memberikan waktu memadai bagi
konsumen untuk memahami informasi yang disampaikan, model opt-out yang mengaktifkan
donasi secara otomatis menciptakan kesepakatan tanpa kehendak sebenarnya konsumen.
Desain antarmuka menggunakan behavioral nudging yang menciptakan tekanan psikologis
dan mengurangi kesukarelaan. Nominal kecil senilai Rp100 dan Rp200 memang mengurangi
hambatan psikologis konsumen untuk memberikan persetujuan, namun akumulasinya dapat
mencapai jumlah yang signifikan tanpa disadari oleh konsumen. Akibatnya, konsumen tidak
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menuntut informasi detail mengenai penyaluran dana dan enggan melakukan komplain karena
biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian. Platform digital memiliki
kewajiban fiduciary untuk mengelola dana dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas,
namun dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak selalu dipenuhi. Platform dapat dimintai
pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, pertanggungjawaban administratif dari
otoritas terkait, maupun pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan penipuan
atau penggelapan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 belum mengakomodasi
perkembangan donasi digital. Meskipun Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang telah memberikan pembaruan
regulasi dengan mengatur mekanisme perizinan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
penyelenggara pengumpulan dana, namun regulasi tersebut belum secara spesifik menjangkau
mekanisme donasi digital berbasis platform tekonolgi seperti donasi kembalian, sehingga
masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan
mekanisme persetujuan dengan model opt-in, peningkatan transparansi dan akuntabilitas,
penguatan mekanisme pengawasan, serta penyusunan regulasi khusus tentang donasi digital
yang mengatur secara komprehensif dengan mengacu dan melengkapi ketentuan
PERMENSOS No. 8 Tahun 2021.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum terhadap aktivitas donasi
kembalian (round-up donation) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kesadaran penuh
konsumen, serta mengevaluasi dampak nominal donasi senilai Rp100 dan Rp200 terhadap hak
konsumen untuk menolak donasinya. Penelitian ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk
pertanggungjawaban hukum penyelenggara platform digital sebagai intermediary dalam
pengelolaan dana donasi kembalian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sistematika hukum dan bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan
hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik; bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal
hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengolahan
dan analisis bahan hukum dilakukan melalui dua tahap yaitu mengidentifikasi dan
mengklasifikasi bahan hukum, kemudian menganalisis secara sistematis menggunakan metode
interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan hukum donasi kembalian mengandung
permasalahan serius karena mekanisme pemberian persetujuan tidak memberikan waktu
memadai bagi konsumen untuk memahami informasi, model opt-out menciptakan
kesepakatan tanpa kehendak sebenarnya, dan desain antarmuka menggunakan behavioral
nudging yang mengurangi kesukarelaan konsumen. Nominal kecil menyebabkan konsumen
tidak menuntut informasi detail dan enggan komplain, namun akumulasinya dapat mencapai
jumlah besar tanpa disadari. Platform digital memiliki kewajiban fiduciary untuk mengelola
dana dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, dan dapat dimintai
pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun pidana apabila melakukan pelanggaran.
Meskipun Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengumpulan Uang dan Barang telah mengatur mekanisme perizinan dan
pertanggungjawaban penyelenggara pengumpulan dana, regulasi tersebut belum secara
spesifik mengakomodasi donasi digital berbasis platform teknologi. Oleh karena itu,
diperlukan regulasi khusus mengenai donasi digital yang melengkapi kerangka hukum yang
telah ada, termasuk PERMENSOS No. 8 Tahun 2021, untuk memastikan perlindungan
konsumen yang memadai.

Kata kunci: Donasi Kembalian, perlindungan konsumen, pertangunggjawaban hukum.
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